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       Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerinah dalam
bentuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi soial, pendampingan psikososial pada saat
pengobatan sampai pulih, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Upaya perlindungan
hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sering kali tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kekerasan
seksual terhadap anak adalah tindak pidana yang sangat merugikan harga diri dan status sosial anak korban, sehingga untuk dapat
kembali kemasyarakat anak korban kekerasan seksual harus benar-benar dalam keadaan pulih fisik dan mental.
       Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum
terhadap anak korban kekerasan seksual dan  upaya-upaya yang dilakukan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam
memberikan perlindungan tersebut.
       Untuk memperoleh data didalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara
mewawancarai keluarga korban, unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta instansi-instansi yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.
       Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai
kesusilaan serta Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh P2TP2A.
Hambatan yang terjadi berupa jarak yang terlalu jauh, minimnya anggaran yang disiapkan, fasilitas yang kurang memadai,
kurangnya sumber daya manusia seperti tenaga ahli dan keluarga korban tidak melapor ke pihak berwajib. Upaya yang dilakukan
terhadap hambatan-hambatan yang terjadi adalah dengan pembentukan paralegal komunitas, membangun komitmen dengan calon
legislatif agar ikut mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan anak, menjalin moU (Memorandum of
Understanding) dengan stakeholder dan membentuk qanun desa untuk anggaran anak kekerasan seksual.
       Disarankan kepada orangtua, guru serta semua elemen masyarakat agar memberikan perhatian lebih terhadap anak korban
kekerasan seksual. Disarankan kepada pemerintah agar meyiapkan transportasi, anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai
untuk P2TP2A agar dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan diharapkan agar pemerintah segera membentuk
LPSK, memaksimalkan kinerja Dinas P3AKB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) dan
KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) Kabupaten Bener Meriah.
